BAB Il

PENUTUP

A. Kesimpulan

Korban tindak pidana termasuk anak-anak berhak atas restitusi untuk
memulihkan keadaannya. Restitusi merupakan bentuk ganti rugi yang bertolak
pada pertanggungjawaban pelaku dengan tujuan untuk meringankan
penderitaan  korban  yang  ditimbulkan  akibat tindak  pidana.
Pertanggungjawaban pidana sifatnya individual, artinya pertanggungjawaban
pidana dibebankan kepada mereka yang melakukan perbuatan pidana dan tidak
dapat dialihkan kepada pihak ketiga. Pembebanan restitusi kepada pihak ketiga

tidak sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana.

B. Saran

Restitusi merupakan hal yang penting untuk menciptakan keadilan bagi
korban, oleh karena itu perlu diatur mengenai siapa yang bertanggung jawab
untuk memberikan ganti rugi kepada korban. Peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban, tindak pidana kekerasan
seksual, perlindungan anak, serta peraturan pelaksana terkait pemberian restitusi
harus mengatur secara tegas bahwa seharusnya yang bertanggung jawab atas
pembayaran restitusi bagi korban adalah pelaku. Hal ini berkaitan dengan

kepastian hukum, keadilan, dan sebagai upaya pemulihan bagi korban.

43



44

Peraturan yang mengatur secara tegas akan menjadi dasar hukum bagi
pengambilan keputusan oleh aparat penegak hukum, khususnya hakim supaya

tidak menimbulkan multitafsir yang dapat merugikan pihak tertentu.
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